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ABSTRAK 

Hubungan industrial tidak selamanya tercipta dalam keadaan yang harmonis, akan 

tetapi sering dijumpai perselisihan-perselisihan antara pihak pengusaha dengan 

pihak pekerja/buruh di dalamnya. Salah satunya dalam pembuatan perjanjian-

perjanjian ketenagakerjaan, khususnya dalam perjanjian kerja bersama. Dalam 

penelitian ini menjawab dua pertanyaan perihal pembuatan perjanjian kerja 

bersama. Yang pertama ialah perihal kedudukan tata tertib perundingan sebagai 

sebuah prasyarat pembentukan perjanjian kerja bersama. Apakah sebuah tata tertib 

perundingan yang telah dibuat oleh para pihak menjadi sebuah perjanjian menurut 

1320 BW? Dan apakah para pihak tidak terikat oleh tata tertib tersebut. Kedua, 

yakni bagaimana kondisi kebuntuan itu bisa terjadi, apa itu konsep kebuntuan 

dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menggunakan studi kepustakaan 

berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Peraturan Perundang-Undangan 

terkait, dan literature yang berhubungan dengan penelitian. Dari analisis dapat 

diketuhui bahwa tata tertib perundingan yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016 merupakan sebuah perjanjian 

yang sesuai dengan Pasal 1320 BW, sehingga Pasal 1338 ayat (1) BW berlaku 

terhadap para pihak yang membuatnya. Kedua, bahwa kondisi kebuntuan tidak 

diatur secara rinci dalam perundang-undangan, sehingga dipakai konsep umum 

sebuah kebuntuan. Sehingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Jo. Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 16/Pdt.sus-

PHI/2017/PN.Gsk yang mengatakan bahwa kondisi kebuntuan belum tercapai 

tidaklah tepat karena para pihak tidak mencapai titik temu hingga berakhirnya 

waktu perundingan. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan untuk para pihak 

dalam membuat tata tertib harus lebih rinci dalam menentukan pasal di dalamnya, 

sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. yang kedua ialah agar 

kualifikasi kebuntuan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. 

Kata Kunci : Tata Tertib Perundingan, Perjanjian Kerja Bersama, Kebuntuan. 
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ABSTRACT 

Industrial relations are not always created in a harmonious state, but there are often 

disputes between the entrepreneur and the workers/laborers in it. One of them is in 

making labor agreements, especially in collective labor agreements. In this study, 

two questions were answered regarding the making of a collective labor agreement. 

The first is regarding the position of the negotiation procedure as a prerequisite for 

the formation of a collective work agreement. Does a negotiation order that has 

been made by the parties become an agreement according to 1320 BW? And 

whether the parties are not bound by these rules. Second, namely how the deadlock 

conditions can occur, what is the concept of deadlock in the negotiation of making 

a collective work agreement. This research is a normative legal research, namely 

research that uses literature studies in the form of Industrial Relations Court 

Decisions, related laws and regulations, and literature related to research. From the 

analysis, it can be concluded that the negotiation procedure regulated in Article 21 

of the Regulation of the Minister of Manpower Number 28 of 2016 is an agreement 

in accordance with Article 1320 BW, so Article 1338 paragraph (1) BW applies to 

the parties who make it. Second, that the deadlock conditions are not regulated in 

detail in the legislation, so the general concept of a deadlock is used. So the 

Industrial Relations Court Decision Number Supreme Court Decision Number 388 

K/Pdt.Sus-PHI/2018 Jo. The decision of the Industrial Relations Court at the Gresik 

District Court Number 16/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Gsk which said that the stalemate 

had not been reached was not appropriate because the parties did not reach an 

agreement until the end of the negotiation period. Based on this analysis, it is 

recommended that the parties in making the rules must be more detailed in 

determining the articles in it, so that there are no disputes in the future. the second 

is that the deadlock qualifications are regulated in detail in the legislation. 

 

Keywords: Negotiation Rules, Collective Labor Agreement, Deadlock.
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